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CAMAT BANYUKE HULU

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak perlu
dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Banyuke Hulu tentang Standar
Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038),



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\

6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 86)

Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak

. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN KECAMATAN
BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK.

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Banyuke

Hulu ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :
a. Standar Pelayanan Pembuatan Mengetahui Surat Keterangan,
b. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Pembuatan Surat Keterangan;

Standar Pelayanan Perekaman dan Percetakan KTP Elektronik (KTP-el);

=

Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Perekaman dan Percetakan KTP

Elektronik (KTP-el);

e. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Penduduk;

f. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Dana Sarana
Sosial, Peribadatan, Pembangunan dan Pertanian;

g. Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Surat Rekomendasi Permohonan
Bantuan Dana Sarana Sosial, Peribadatan, Pembangunan dan Pertanian;

h. Standar Pelayanan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM);

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Bangunan;

J. Standar Pelayanan Surat Keterangan (Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI);

k. Standar Pelayanan Surat Keterangan (Pengajuan Izin Keramaian).

Persyaratan , mekanisme prosedur, jangka waktu dan biaya pada standar pelayanan
sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan

Camat Banyuke Hulu ini.



KELIMA

KEENAM

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai pedoman
bagi setiap pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu

dan masyarakat pengguna pelayanan.

Keputusan Camat Banyuke Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Tiga
Pada Tanggal 2024




